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ABSTRAK

Novendra Hidayat. Skripsi 51. Upayva Pelaksanaan Good Govermance Pada
Pemerintah Kota Sawahlunte Periode 2003-2008. Jurusan Hmu Politik, Fakultas
llmu Sesial dan llmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 101 Hlm, 14 Buku, 2
Skripsi, 2 Laporan, 4 Website, dan 3 Berita Surat Kabar.

Perwujudnya masvarakat madani vang memiliki nilai-nilai good governance
merupakan fokus utama reformasi di Indonesia. Menyadari kenyataan demikian,
Pemerintah Kota Sawahlunto pada Januari 2000 schelum dicanangkannyva otonomi
daerah mengikuti program BUILD-UNDP sebagai upaya membangun good governance
di Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto tergabung dalam 9 {sembilan) Kota vang menjadi
pilot project (provek percontohan) pelaksanaan good governance di Indonesin, Kota-
kota tersebut adalah Kota Sawablumto, Kot Metro Lampung, Kota Bogor. Kota
Sukabumi, Kota Selo. Kota Probolinggo. Kota Mataram, Kota Kendari, dan Kot
Gorontalo. Ketika itu Pemerintah Kota Sawahlunto  berkomitmen meruhah tata
pemerintahannya ke arah yang lebih baik. Terjadinya suksesi kepemimpinan melalui
Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto pada Tuni 2003 memberikan suatu harapan
dalam keberlanjutan penerapan prinsip good governance di Kota Sawahlunto, Namun
kontras  dengan  wang  ditemukan pada Pemko Sawahlunto  2003-2008 yang
mengindikasikan  kurang  terlaksananya dengan baik gonod gevermance di Kota
Sawahlunto. Sehingga vang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimanakah Upaya Pemerintal Kota Sawahilunte Periode 2003-2008 Dalam
Melaksanakan Good Governance di Kota Sawaklunto?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskeipsikan upaya pelaksansan good
governanee di Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2003-2008, Pada penelitian ind,
menggunakan konsep pood povernonce, Penelitian ing menggunakan  pendekatan
kualitatif dengan desan penelitian studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan dats
dilakukan dengan  wawancars, dokumentasi, dan  observasi, Trangulasi  data
mengeunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Informean dipilih
secara purposive samipling.

Adapun  vang menjadi  kesimpulan dalam  peneliian ini adalah, pada
akuntabilitas, ketersediaan sistem informasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja
Pemerintah dengan LAKIP dan LKPJ, dan meminta akuntan publik melaksanakan audit
terhadap program atau kegiatan tertentu, Transparansi, public hearing terhadap setiap
pengambilan kebijakan yang menvangkut kepentingan umum, publikasi sctiap prosedur
pelayanan, pusat pesan layanan singkat (SMS Centre), dan pertemuan beckala antara
Pemko dengan stakeholders. Partisipasi, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan yang melibatkan masvarakat melalui Musrenbang Desa dan
Fclurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota, menggerakkan
ekonomi kerakyatan, dan membentuk Fasilitator Pembangunan Kota (Fasbanghkot),

Kata kunci penelitian :  Upaya, Pemerintah, Good Governanee, Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fokus utama reformasi di Indonesia adalah terwujudnya suate masyarakat
madani dalam kehidupan berpemerintahan, bermasvarakat, dan bermegara yang
memiliki nilai-nilai good govermance (tata pemerintahan vang baik) vang
memunculkan nilai demokrasi. keterbukasn, kejujuran, keadilan, berorientasi
kepada kepentingan rakyat. serta bertanggungjawab kepoda mkyar,'

Ditinjau dari scgi politic dun ketatanegaraan, dampak  positif dari
reformasi ini telah teradi pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sistem
vang  bercorak  sentralistik mengarah  kepada  sistem  pemerintahan  vang
desentralistik. Harps diskui selama ini sistem pemerintahan yang dijalunkan masih
sangat sentralistis. Sistem seperti ini jelas memberikan peluang vang sangal besar
kepada pusat untuk melakukan intervensi pada hampir semua dimensi kehidupan.
Sistem seperli ini juga telah menciptakan dominasi pemerintah  pusat atas
pemerintah dacrah dan domingsi pemerintah atas masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, pola pemerintahan sentralistis vang dijalankan
selama ini telsh menghambat proses belajar sekaligus menumpulken inisiatil dan
kreatifitas dalam menjalonkan pembangunan dan pelavanan masyarakat. Dacrah

dikendisikan untuk “belajar tidak berdayva® karena Keterganlungan vang sanpa

E.knswarn, homom Ooeral Fomr Serorlemiosi Mepada Kepeatingm Radver, Maokilah
dipersiapkan Lntuk Thbpn Pembohasan Dalam SeminanDiskst P instanciLembagnBadon
di Pusar dan Daerh, Departeman Dalam Meperi, Jokars, 1999, him. 1.
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tinggi pada pemerintah pusal, Delam iklim ketergantungan iwlah pemeriniah
dacrah dijadikan alal wniluk melayani kepentimpan pusal i daerah, Dengan
pergesaran paradigma pemerintahan ini telah memberikan kelcluasaan kepada
deerah dalam wujud otenomi dacrah yang luas dan bertanggungjawab, unuok
mengatur dan menguros Kepentingan masyarakat setempal menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Dampak positif inilah yang melahirkan Undang-Undang No.22 Tahun
|49% tentang Pemerintahan Daerah. yang direvisi menjadi Undang-Undang N, 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah. Labimya kedua Undang-Undang inj
dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanzan Undang-Undang ini
diherapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintahan dasrah
vang dapat mewujudkan good governance dalam upava mendekatkan pemerintth
dengan rakyatnva. dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakval secar
keselumshan,

Delam paradigma baru pemerintahan, pemerintal bukanlah penguas,
tetapi pemerintah adalzh eksekutor atan pelaksana, penvelensparn pemerintahpn
dan pembangunan yang telah disepakati secara bersama-sama dengan lembaga
perwakilan. Lembaga perwakilan rakyat adalah pengemban amanat rakvat, karena
rakyatlah konstituennya. Karena itw baik rakvat secara langsung mapun rakvat
melalui wakil-wakilnva mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari
pemerintah dengan memberi keterangan, penjelasan dan jawaban terhadap
berhapai kebijaksanazn dalam melaksanakan mandat yang diterima. Dengan

demikian pertanggungjawaban pemerintih kepada Dewsn Perwakilan Rakyat
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BARB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya vang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Periode 2003 - 2008 dalam melaksanakan good
governance i Kota Sswahlunto, Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa
Pemerineh  Kota  Sawshlunto  terus berupaye  melaksanakan  prinsip  good
governance di pemerintahannya agar lehih baik lagi,

Dalam upaya melaksanakan prinsip good governance tersebut. Pemerintah
Kotz Sawahlunto  melakukan  berbagai Kegiatan, Diantarn upaya Pemko
Sawahlunto dalam m:lnksgnakan prinsip good governance dapat dilihat pada liga
prinsip pokok pelaksanaan good govermance, yakni akuntabilitas, transparans,
dan partisipasi.

Pada prinsip akuntabilitas, untuk mempertangeungiawabkan pengelolasn
don pengendalian sumber dava scrta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan, upava vang felali dilakukan oleh
Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dengan ketersedisan sistem informasi untuk
mempertangpungiawabkan  hasil kerja  Pemerintah Kota  Sawshlunto dengan
mengeunakan  sistem LAKIF (Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi
Pemerintahan) sebagaimana [nstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dan Laporan

keterangan Pertanggung Jawahan (LKPI) Kepala Daerah vang mengacu kepada
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